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Menteri Perenmnaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP.124lM.PPN/HK/ 07 /2015

TENIANG

PEMBENTUKAN TIM PRA(ARSA STATEGIS

PENYIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERKOTAAN

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

IGPALA BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL,

bahwa berdasarkar arahan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Percncanaalr PembaflSuflan Nasional,

perlu men),usun naskah yang dapat mendukuflS penyiapan

IancaflSan peratlrran pcrundanS-undanSan bidang perkotaan

sehinglia dapat dijadikan acuan baSi Kementerian/Lenlbaga dan

Penlerintah Daelah;

a,

b. bahwa pembangunan perkotaan merupakan keShtan

penrbangunan dan pengelolaan belbagai aspek di wilayah

perkotaan ya[8 meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan

budaya, lingkungan) terftasuk aspek-aspek sumberdaya

manusia dan kelembagaanya, yang dilaksanakan oleh lintas

pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota s€ba8ai

pendoronS ekonomi wilayah, sekaliSus meflingkatkan kualitas

kehidupan perkotaan yanS aman dan nyaman, untuk mencapai

pembangunan kota berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

secara berkeadilanl

c. bahwa berdasarkan perfimbangall sebagaimana dimaksud

dalan huruf a dan huruf b, perlu nlembefltuk Tim Prakarsa

StrateSis Penyiapan Peraturan Perundan8-undanSan Bidafl8

Perkotaan;

d, bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam

Iamplran KeputLrsan ini dianSSap numpu dan memenuhi

persyaraLzn unfuk duduk dan melaksanakafl tuSas sebagai

anggota Tim Prakarsa Stlaiegis Penyiapan Peraturan PelundanS-

undangarl Bidang Pelkotaar;

MenginSat



Mentingat 1. Urdang-U[dan8 Nomor 27 Tahun 2014 tentanS Antgaran
Pefidapatai dan Belanja Negara Tahun An8Saran 2Ol5
(Lembaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593)
sebagAimana telah diubah denSan Undang-Ufldang Nomor 3

Tahun 20 I 5 (Lembaran NeSara Repubtik Indonesia Tahun 20 1 5

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia
Nonlor 5669);

2. Pelaturan Pemerifltah Nomor'26'l'ahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoftan
Pengelolaan Kawasan Perkotaan;

Peratumn Penlerintah No or 15

Penyelenggaraan Tata Rllans;
Tahun 2010 tentang

5. Peraturan Penrerintah Nomor 45 Tahun 2OlS ler.laflSTafa C^ra
Pelaksanaan AnSgaran dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Rencafla

Kerja Pemerintah Tahun 2015 seba?ainana telah diubah
dengan Perahrran kesiden Nomor 3 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahrn 2015 tentang Rehcana

Pembangunan Jangka Menen8ah Nasional 20 I 5-2019;

8. Per4tu8n Presiden Nomor' 7 Tat.un 2Ol5 tentanS OrSanisasi

Keftlenteriafl Negara;

9. Peratulan h'esiden Nomor 65 Tahufl 2015 tertaflS Kementeriall
Perencanaan Pcmba gunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahur 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Mellteri NeSara Perencaraan P€mbangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaall Pembangunan Nasional

Nomor PER. 005/M.PPN/ 10/2007 tefltan8 Organisasi dan Tata

Kerja Kementedan NeSara Perencanaan PembaaSunan

Nasional/Badan Perencanaan Pemb4ngunan Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Pere canaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun

20141

12,Petutwan...
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12. Peraturan Mcnteri Negara Peicncanaan lembangunan
N"asional/Kepala Badan Perencanaan Penlbangunan Nasional
Nomor 1 Tah]un 2012 tenlang Pedoman Pereflcanaan,
Pelaksanaa , Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan
AnSSaran;

MXMIN'USKAN :

Menetapkan

PERTAT{,A

KIDUA

tiETICA

KEF,]\,{PAT

KEruTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI. TENIANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS

PEAMAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PERKOTAAN.

: Membentuk Tinl Prakarsa Strategis Penyiapan Peraturan Perundang-

und4ngan Bidang Perkotaan untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa

Strategis, dengan susunafl keafl8gotaan sebagaimana tercantLrm
dalam l^anrpiran Keputusafl ini.

: Tim Prakarsa Strategis ierdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pen),usu[
Rekomendasi Kebijakan (TPRK), 'lin Focw Disusrion GNup (FGD>

dan TenaSa Pendukung.

: Penangslrn8 Jawab bertugas memberikan aBha11 kebijakJjl,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan ftemberi
saran pel\lecaharr atas permaMlahafl pelaksanaan kegiatan.

: Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:

a. menyusun flask4h pendukunS MncanSan perafuran perundang-
undanSan Bidang Perkotaan;

b. mengumpulkan dan mengolah dala dan informasi yanS

dibutuhkan dalam Penyiapan Peraturan PemndanS-undangarl
Bidang Perkotaan;

c. menyusun dan menyampaikan lapran secara teratur menSenai
pelaksafl aan tugasnya kepada Penanggung Jawab;

d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaSa ahli dan tenaga
pendukung;

e. menyampaikan laporan hasil peLaksaflaan keiiatafi kep da

Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui PenanSSung Jawab
kegiatan.

: Tim Focus Group Discussion (FCD) berlugas:

a. menberikan masukan kepada TPRK menSelai substansi dan

feknis pen),usunan naskah pendukung dalam ran8ka Penyiapan

Peraturan Perundang-undangan Bidans Perkotaan;

(ELIMA

b. mendukung



KEENA-N,,I

KETUJUIT

KEDILAPAN

b. mendukun8 proses peflSumpulat daLa dan informasi yang

dibutuhkan dalam Penyiapan Peraturan PerundanS'undaruan

BidanS Perkotaan;

c. memberikan masukan kepada TPRK mengenai perkembangan dan

laporan Penyiapan Peraturan PerundanS-undafl8an Bidang

Perkotaan.

TenaSa Pendukuhg bertuSas :

a. nlembantu peLaksanaan tuSas Tim Pen)'usun Rekomendasi

Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk
perunrusan rekornendasr kebijakan:

b. melaksanakan tugas kesekretari4tan dan tu3as lain yanS

dituSaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelakanaan tuSas Tim

Prakarsa StrateSis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

B€lanja NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 20 15.

Keplrtusan ifli betlaku sejak tanggal ditetapkafl dafl berlahr sumt

sejak ran8gal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
p d^ t^rggal 22 Jnlt 2015

MXNIERI PERENCANAAN PEA/IBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Saliaan sesuai den8an aslinya

Kepala Biro Hukum,

Er nly tun

ttd
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ANDRINOT A. CHANTAGO



SUSUNAN IGANGGOTAAN

TIM PRAXARSA STRATEGIS PENYIAPAN PERATTJRAN PERTJNDANG-UNDANGAN

BIDANG PERKOTAAN

A. PENANGGTING JAWAB

B. TIM PEI.IYUSUN REKOMXNDASI KXBIJAKAN CTPRK)

SALINAN
I"A,MPIRAN
KEruTUSAN MENTERI PPN/
KEPAI-A BAPPENAS
NOMOR K[P.124,/M.PN /HK/ 07 / 2015
TANGGAL 22 JULI 2015

Deputi Bidang PengembanSan Regional dan

Otononi Daerah, Kemehferian PPN/ Bappenas.

Direktur Perkotaa dan Perdesa-afl , Kemenferian
PPN/Bappenas.

Kasubdit l'erkotaan. Kementeriar ffN/Bappenas

Direktur Aflalisa Peraturail Perulld41ig
UndanSan, Kemenleri/n PPN/Bappenas:

2. Direktul Tata Ruang dal1 Pertanahan,
Ken1enterian PPN/Bappefl as;

ll. Direkfur Perlrlukinlarl dafl Perun]ahan,
Kenrcnterian PPN/Bappefl as;

Kelua

Sekl.etaris

Arggota 1

4. Direktur Transportasi,
PPN/ Bappena.s;

Kementerian

5. Direktur Kawasan Khusus dan Daet?,h

Ter1in88al, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan

Ifl formatika, Ketuenterian PPN/Bappenas;

7. lr. Rinella Tambuflan, MPA, Direktorat Tata

Ruaflg dah Perfaflaha:n, Kementerian
PPN/Bappehas;

E. Ananryo ...



8. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc,
Kepala Bagian Petencana.at:, Prqgram datr
Arggaran, Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana, Kemente ar1

PPN/Bappenas;

9. Reghi Perdana, SH, LLNI, Kepala Bagian
Pefl),usunan Peraturan Perundang-
Ufldangah, Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Zaenal Arifin,
Perkotaan dan
PPN/ Bappenas;

SI MPIA
Perdesaan,

Direktorat
Kemente an

11. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kepala
Snb Bagtan Dat^ dan Informasi Hukum, Biro
Hukum, Kementerian PPN/BapFnas;

12. Amos P ma G, ST, Direktorat Perkotaan dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappeflas.

C. TIM FOCUS GROUP DISCUSSION (lGD).

1. Direktu f'erancangalt PetaturBn
I'elllndalrg-Undaflgan, Ke11tenterian Hukum
dan I IAI4:

3. Asisten Deputi Bidang Petancanga,I.
Peraturan Perundarg-llndalBan Bidang
Perekonomiar\ S€kretaris Kabinet;

4. Asisten Deputi Bi.lary Peraircaflgan
Peraturan Perundarg-undangan Bidang
KesE, Sekretaris Kabinet;

5. Kepala Pusat Pengembafigan Perkotaan)
tladan Pengenlbangan InLastruktur
Wilayah, Kcrrcntelian Pekerjaan fllnum dan
Perumahan Rakyat;

2. Direktur Harmonisrsi
Pcl undarlgan-Undaqgan,
Hukum dan HAIV:

6. Direltur Pengembangan
Direktorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan
Perumahan Rakyat;

Peraturan
Kementerian

Permukiman,
Ciptakarya,

Umum dan

7. Direktur ...
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7. Direktur penataan Bangunan dan
Lingkungan, Direktorat Jendcral Ciptakarya,
Kenlenterian Pekerjaar Umum dan
Peru[uhan Ralqrat;

8. Direkhrr Bina Sistem Tranrpoftasi
Perkotaan, Direktorat Jenderal perhubungan
Darat, Kementerian perhubungan;

9. Direktur
Personil
Otonomi
Negeri;

Kelenrba3aa|r dall Pcl.angLlit
L)aetah, Direkloraf .Jender.al
Daerah. Kenenterian Dalanl

D. ITNAGA PENDUKUNG

10. Direktur Kawasan, Perkotaan dail Batas
NeSara, Direktorat Jenderal Administrasi
Wilayah. Kementerian Dalam Negen.

l. Zetryza,l, Direltorat Perkotaan dan
Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

2. Sholihin, Direkiorat Perkotaan dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

3- Mira Berlian, Kedeputian Bidang
Pengehlbangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Muhamad Sulaiman, Kedeputian Bid4ng
Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Eappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMtsANGUNAN NASIONAI,/
KXPAII. tsADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDRINOF A. CTIANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Emmy


